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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang . a.  bahwa jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam pasal
141 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi
pelaksanaan retribusi perizinan tertentu dimaksud diatur
dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009;

b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud
huruf a, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 10 Drt Tahun 2004 tentang Peraturan
Perundang-undangan (Lemabaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali,
terakhir dengan Undang-undan g Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4754);



Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Menetapkan

dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerajh dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dallam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Padang Lawas.

Bupati adalah Bupati Padang Lawas -

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. -



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan
persetujuan bersama Bupati.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang Lawas.

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang
tefah dilakukan dengan menggunakan formulir atau teiah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.. .
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumtah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19." Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat teiang
tinaek pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB il
JENIS RETRIBUSI| PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan
tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Gangguan;

¢. Retribusi lzin Trayek; dan

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.



Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu
bangunan.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk
mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan
pembargunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan
koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),
koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka
memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan
tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah crang pribadi
atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

{2) Wajib Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang -
undangan Retribusi diwajiban untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin
mendirikan bangunan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa ljin Mendirikan Bangunan diukur dengan
rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumiah

tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
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(2) Faktor-faktor sabagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot

(koefisien).
(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sebagai berikut : -

a. Koefisien Luas Bangunan

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1 .| Bangunan dengan luas s/d 100 m? 1,00
2 | Bangunan dengan luas s/d 250 m? 1,50
3 | Bangunan dengan luas s/d 500 m? 2,50
4 | Bangunan dengan luas s/d 1000 m? 3,50
5 | Bangunan dengan luas s/d 2000 m? 4,00
6 | Bangunan dengan luas s/d 3000 m? 4,50
7 | Bangunan denganluas > 3000 m’ 5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1 | Bangunan 1 lantai 1,00
2 | Bangunan 2 lantai 1,50
3 [ Bangunan 3 lantai 2,50
4 | Bangunan 4 lantai 3,50
5 { Bangunan 5 lantai 4,00

c. Bangunan Guna Bangunan

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1 | Bangunan Sosial 0,50
2 | Bangunan Perumahan 1,00
3 | Bangunan Fasilitas Umum 1,00
4 | Bangunan Pendidikan 1,00
5 | Bangunan Kelembagaan/Kantor 1,50
6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa 2,00
7 | Bangunan Industri 2,00
8 | Bangunan Khusus 2,50
9 | Bangunan Campuran 2,75
10 | Bangunan Lain-lain 3,00

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-
koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai
dengan huruf c.

Paragraf 3
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan fungsi bangunan, |
jenis konstruksi bangunan, dan pelaksanaan pembangunan
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Dengan luas bangunan, harga dasar bangunan atau Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan koefisien/factor lantai bangunan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 9

Restribusi [zin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah
derah izin bangunan diberikan.

Bagian Kedua
Restribusi izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Restribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribvisi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas peniberian izin tempat usaha.

Pasal 11

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin tempat usahalkegiatan
kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
kKeselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban
lingkungan, dan memenuhi norma kesehatan dan keselamatan

kerja.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi izin Gangguan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegitan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Derah.

Pasal 12

(1) Subjek Reftribusi izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan

yang menggunakan izin tempat usaha/kegiatan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara
terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban
lingkungan, dan memenuhi norma kesehatan dan keselamatan

kerja.

(2) Wajib Retribusi 1zin Gangguan adalah orang pribadi atau badan

yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi izin gangguan.



(1)

)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- ~Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara
luas ruang tempat usaha dan indeks lokasifindeks gangguan.

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1.),
adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumiah luas tempat
lantai.

Indeks Lokasi/Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri Indeks ..ol
1.
- Kawasan Perdagangan/Pertokoan Indeks ..oocveeiinl.
2.
- Kawasan Pariwisata Indeks ...l
3.
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman  Indeks ...
4.
- Pergudangan indeks ......ooooeiil
5.

Irdeks Gangguan :

- Gangguan besar dengannilai ................ 3.
- Gangguan menengah dengannilai ............... 2.
- Gangguan kecil dengannilai ............... 1.

Indeks Luas Bangunan :
- Luas Bangunan

S 2A M =
->24mPsId 40 M%) =25
->40m?sid 100 M2 e =2,25
->100 M2 s/d 500 M? o =15
=> 500 M2 e =

Paragraf 3
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat

.usaha. : .o

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan

sebagai berikut : S
I=TLXILXIGXIBXLRTU.



Keterangan :

l : Retribusi ljin Gangguan adalah jumiah biaya retribusi
pemberian ljin Gangguan vyang harus dibayarkan
kepada Pemerintah Daerah. )

TL  : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m? dari
luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup
maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri :
- Lingkungan 25 m? ke bawah besar tariftya Rp 450/m?
- Lingkungan 26 s/d 100 m® besar tarifnya Rp 675/m?
- Lingkungan 101 s/d 500 m? besar tarifnya Rp  900/m?
- Lingkungan 501 s/d 1000 m? besar tarifnya Rp 1.125/m?
- Lingkungan 1001 m? ke atas besar tarifnya Rp 1.350/m?

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :
- Lingkungan 25 m? ke bawah besar tarifnya Rp  300/m?
- Lingkungan 26 s/d 100 m? besar tarifnya Rp 445/m?
- Lingkungan 101 s/d 500 m? besar tarifnya Rp 675/m?
- Lingkungan 501 s/d 1000 m? besar tarifnya Rp 855/m?°
- Lingkungan 1001 m? ke atas besar tarifnya Rp 1.035/m?

c. Lingkungan Pemukiman/ Sosial :

- Lingkungan 25 m? ke bawah besar tarifnya Rp 270/m?
Lingkungan 26 s/d 100 m? besar tarifnya ~ Rp  450/m?
Lingkungan 101 s/d 500 m? besar tarifnya Rp  630/m?
Lingkungan 501 s/d 1000 m? besar tarifnya. Rp  810/m?
Lingkungan 1001 m? ke atas besar'tarifnya Rp 990/m?

1

d. Lingkungan Pergudangan :
- Lingkungan 25 m? ke bawah besar tarifnya Rp  360/m?
- Lingkungan 26 s/d 100 m® besar tarifnya  Rp  540/m?
- Lingkungan 101 s/d 500 m® besar tarifnya  Rp  720/m?
- Lingkungan 501 s/d 1000 m? besar tarifnya Rp 900/m?
- Lingkungan 1001 m? ke atas besar tarifnya Rp 1.080/m?

IL . Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan
pada klasifikasi kawasan tempat lokasi usaha dengan
parameter.

- Kawasan Industri nilai 1
- Kawasan Perdagangan/Pertokoan nilai 2
- Kawasan Pariwisata - nifai 3 -
- Kawasan Pemukiman nilai 4
- Pergudangan - nilais .



IG :Indeks Gangguan
B : Indeks LuagBangunan
LRTU: Luas Ruang Tempat Usaha

Paragraf 4
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 15

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan Indeks
Gangguan sebagaimana pasal 13 ayat (3), dengan rumus :

| =TLXILXIGXIBXLRTU

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah daerah
izin tempat usaha diberikan.

Bagian Ketiga
Retribusi lzin Trayek

Paragraf 1
Nzma, Objek, Subjek dan Wazajib Retribusi

Pasal 17
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin angkutan umum pasa suatu atau
beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh izin trayek Pemerintah Daerah.

(2) Waijib Retribusi lzin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkain untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.
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Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan umum
penumpang dan jumiah izin yang diberikan.

Paragraf 3

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumiah izin dan
jenis angkutan.

(2)

o ™Mo a4 0 ooe

Struktur
sebagai berikut :
. Perusahaan MO Rp.
. Perusahaan Mobil Bus Umum Rp
. Perusahaan Kendaraan Roda 3 Umum Rp.
. Tiap Kartu Pengawasan (KPS) Rp.
. Tiap Kartu Pengawasan Mobil Bus Umum Rp.
Tiap Kartu Kendaraan Roda 3 Umum Rp.
. 1zin trayek Insidentil sekali jalan PP
batas waktu 7 hari Rp.
Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 22

dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan

750.000.-
. 1.000.000,-
350.000,-
20.000,-
25.000,-
10.000,-

10.000,-

Retribusi lzin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 5
Masa Berlaku

Pasal 23

(1) Masa beriakunya izin trayek selama 5 (lima) Tahun.

(2) lzin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat -
diperpanjang kembali.

11



Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

) Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi 1zin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas
izin usaha perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 26

(1) Subjek Retribusi [zin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau
badan yang memiliki dan menmgelola U<aha Perikanan.

(2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau
badan yang menurut ketentuan peraturan perundang — undangan
Retribusi diwajiban untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotiong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan
jenis usaha budidaya dan jangka waktu izin.

Paragraf 3
Struktur dan besarnya Tarif Refribusi

Pasal 28

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, dan/atau
jangka waktu.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan
ditetapkan sebagai berikut :
a. Pembudidayaan lkan Air Tawar :

~ Kolam Pembenihan lkan - Rp. 25,-/ m? ftahun
— Koiam Air Tenang / Pembesaran : Rp. 25,/ m? ftahun
— Kolam Air Deras :Rp. 100.000,-/unittahun
- Keramba / Jaring Apung ‘Rp. 50.000,-/unittahun

b. Untuk usaha pengolahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemasaran hasil Perikanan sebesar Rp 200.000/unit.
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Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Retribusi izin usaha perikanan yang terutang dipungut di wilayah
Daerah.

(1)

(2)

(N
(2)

3)

_ BABIHI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi
Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin
yang bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberin izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya
dampak negatife dari nemberian izin tersebut.

Pasal 31
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 32

Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPAORD.

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
retribusi atau kuasanya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tatacara
pengisian dan penyampaian SPJdORD sebagaiman dimaskud

.._pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 33

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara
penerbitan SKRD atauy dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB Vi
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BA3 Vit
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bungan sebesar 2
% {(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan

STRD.

BAB Vili
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan STRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.
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(1)
(2)

3)
4)
()

(%)

(1)

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
Surat teguran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segara
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggat surat teguran,
wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebihlanjut mengenai pemungutan dan penagihan
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 38

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai aiasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib
Retribusi terientu dapat menunjukkan bahwa jangka waktiu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di tuar kehendak atau
kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.
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(2)

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menofak, atau menambah besarnya
Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

(1)

(2)

(4)

(5)

lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

Jika pengajuan keberatan dikabuikan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasai sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagzimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

Apabita jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Kkeputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
caling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuiu
utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

. dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu. paling

(6)

lama 2 (dua) buian sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
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(7)

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X!l

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1)

(2)

3

(4)

Pasal 42

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan dan  pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan
yang bersifat sosial’lkeagamaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringarian
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat -
terutangnya Retribusi, kecuaii jlka Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan

“kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
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(5)

(1)

(3

(1)

(@)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Waijib Retribusi.

Pasal 44

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih fagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan. '

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

Ketentuan lebih tanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan [ebihlanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud paa ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 46

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

- yang -diangkat oleh- pejabat. yang berwenang sesuai dengan

(3)

ketentuan peraturan perundangundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
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. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
ditakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

Badan sehubungan ‘dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan

* penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

. menyuruh berhenti  dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangarnya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; danfatau
. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Waijib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan Daerah diancam. pidana kurungan paling lama ..

S 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumiah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
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Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan penerimaan
Negara "

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP

Pasail 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan daerah ini
diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengen penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 4 Juli 2011

BUPATI PADANG LAWAS
ttd
BASYRAH LUBIS
Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 11 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATTEN PADANG LAWAS
pade|

Drs. GUSNAR
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